BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 4{ TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMORK. 33
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
Anggaran 2022, telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
Anggaran 2022;

b. bahwa dikarenakan adanya penambahan anggaran
berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/I1l/8224
/2022 tentang Daftar Penerima (Lokus) Bantuan
Pemerintah Berupa Bantuan Lainnya Dalam Bentuk
Uang Untuk Pemenuhan Prasarana dan Sarana Alat
Kesehatan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi
Nasional pada Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 5.000.000.000,00
(ima milyar rupiah) dan berdasarkan Keputusan
Gubernur Sumatera Selatan Nomor 818/KPTS/
BPKAD/2022 tentang Alokasi Belanja Bantuan

Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah
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Kabupaten Musi Rawas pada Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah),
maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun
2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan
perubahan; Y
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perubahan
atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun
2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.~

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja,
dalam Lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Seclatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821); v

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); -

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); -

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor &587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); /

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau Dalam  Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736); /

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6735);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); -
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10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);~
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057); ”

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322); /
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);/

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan
Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan  Perekonomian  Nasional
dan/atau  Stabilitas Sistem Keuangan serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indconesia
Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program
Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka
Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-
19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan
Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542); -

17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 130); /
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18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 260), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 149); /

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 754); /

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02
/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan
Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan
Penerima Penghasilan dari Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1609),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan  Nomor 158/PMK.07/2019  tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan,
Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran
Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan dari
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1419);/
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067); /

24, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02
/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan
Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan
Penerima Bantuan Iuran (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 218), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 8/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan,
Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran
Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 177); /

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1777); r

26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781); ~
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); /

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam
Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease (COVID-19) dan Dampaknya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07
/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 926);

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 658); /
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31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 991); /

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
117/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal
Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal
Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 992); L7

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07
/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non
Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahurn 2021
Nomor 1032);/

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02
/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun
Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1042);_-

35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.07
/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih
Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1055);,

36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07
/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1282);

37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07
/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan  Nomor 128 /PMK.07/2022  tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
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38.

39.

40.

41.

42.

Nomor 819);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02
/2021 tentang Dana Operasional Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1516); o

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.02
/2021 tentang Dana Operasional Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1517);/

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07 /2022
tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/
Kota Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 31), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
25/PMK.07 /2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang
Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun
Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 290); /

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan
Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan
Bantuan Operasional Penyelenggaran Pendidikan
Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 73); /

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 170); o
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43.

44,

45.

46.

47.

48.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07
/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam
Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 411); ~

Peraturan Menteri Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan
Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1442); /

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2010 Nomor 7);7

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lernbaran
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor
10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2021 Nomor 7);,

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
2021 Nomor 10);
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49, Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2021 Nomor 11); /

50. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5
Tahun 2022 tentang Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Nomor 33); /

51. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2022 Nomor 9), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Musi Rawas
Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupateri Musi
Rawas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Nomor 9);

52. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2022
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
2022 Nomor 10};

53. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2022
tentang Standar Akutansi Pemerintah Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Nomor
11);,

54. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2022
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022
Nomor 12)./
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN
2022.7

Pasal I

Beberapa ketentuan serta Lampiran Peraturan Bupati
Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Nomor 33),
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 semula sebesar
Rp.2.007.105.710.178,00 7  bertambah sebesar
Rp.20.000.000.000,00, sehingga menjadi
Rp.2.027.105.710.178,00, dengan rincian sebagai
berikut:
1. Pendapatan daerah
a. semula Rp.1.889.802.887.324,00/
b. bertambah Rp.20.000.000.000,00,,
Jumlah pendapatan
daerah setelah
perubahan Rp.1.909.802.887.324,00
2, Belanja Daerah
a. semula Rp.2.007.105.710.178,00,
b. bertambah Rp.20.000.000.000,00 -
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Jumlah belanja

daerah setelah
perubahan Rp.2.027.105.710.178,00/
Total Surplus/(Defisit) Rp.(117.302.822.854,00)

3. Pembiayaan daerah
a. Penerimaan pembiayaan
1) semula Rp.117.302.822.854,00/
2) bertambah Rp.0,00,
Jumlah
penerimaan
pembiayaan
setelah perubahan Rp.117.302.822.854,00,
b. Pengeluaran pembiayaan
1) semula Rp.0,00,
2) bertambah/
(berkurng) Rp.0,00,
Jumlah
pengeluaran
pembiayaan
setelah perubahan Rp.0,00,
Jumlah pembiayaan neto
setelah perubahan Rp.117.302.822.854,00,/7
Sisa lebih pembiayaan
anggaran setelah
perubahan Rp.0,00,

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 3
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
terdiri dari:
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1. Lampiran I : Ringkasan  Penjabaran  Perubahan
APBD Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran Il :Penjabaran Perubahan APBD Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, ®©Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja,

dan Pembiayaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 14 Nowwber 2022

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, ¥4 Nowgwmber— 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,
dto

AIDIL RUSMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR 4]
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